BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan Cryptocurrency dalam dunia pembayaran digital sejalan

dengan perkembangan dunia teknologi jaringan internet global, khususnya

dalam sistem pembayaran dan alat-alat pembayaran. pengaturan hukum

transaksi Cryptocurrency

a.

Di negara Amerika Serikat tujuan hukum pemerintah untuk
memperlakukan Bitcoin atau uang virtual lainnya sebagai uang bisnis,
keamanan, dan produk. Penolakan kriptografi bentuk uang sebagai
uang tunai di AS, menyiratkan bahwa itu diperlukan untuk pergi ke
properti yang tersedia, ada subjek biaya, untuk lebih spesifik kliennya.
Di CFTC, Bitcoin dipandang sebagai item, yang menyiratkan item
yang diidentifikasi dengan nilai sumber daya terkomputerisasi
termasuk Bitcoin dan bentuk uang kriptografi lainnya, dapat diatur
sebagai item perlindungan yang bergantung pada pendaftaran di bawah
SEC.

Di Negara jepang, tindakan yang sah sehubungan dengan pertukaran
Bitcoin disahkan pada April 2017. Jepang mengubah undang-undang
tentang administrasi angsuran atau pengumuman layanan masyarakat
yang penting untuk Demonstrasi Keuangan atau Undang-Undang
Perbankan, direvisi untuk mengizinkan uang muka (mata uang digital)
untuk digunakan sebagai strategi angsuran. sah. terlebih lagi, otorisasi
pedoman AML/KYC tentang perdagangan uang virtual melalui

pedoman PTCP.



c. Di Negara Singapura telah menyetujui pertukaran uang kriptografi di
negara tersebut. Melalui Financial Authority of Singapore (MAS)
dalam Protections and Prospects Act yang merupakan hukum dasar
yang mengatur perlindungan dan kepentingan di Singapura. Lembaga
keuangan yang bekerja di Singapura diperlukan untuk menjalankan
kontrol yang kuat wuntuk mengidentifikasi dan menghambat
perkembangan aset yang melanggar hukum melalui kerangka moneter
Singapura. Kontrol ini mencakup persyaratan bagi lembaga keuangan
untuk mengenali dan mengenal klien mereka, memimpin audit catatan
biasa, dan menyaring dan melaporkan pertukaran yang meragukan.
Kebutuhan atas dasar moneter diatur dalam Notifikasi MAS tentang
Penghindaran Penghindaran Pajak dan Penanggulangan Pembiayaan
Perang Psikologis (Catatan APU/PPT)

2. Di Indonesia, alasan yang sah untuk pertukaran menggunakan Bitcoin
masih belum jelas. Sebagai akibat dari kerentanan ini, pertukaran yang
menggunakan mata uang digital tidak dapat dianggap sah. Mata uang
digital dan ragamnya yang biasa disebut uang kriptografi atau mata uang
digital, tidak memenuhi syarat sebagai metode angsuran baik secara
prinsip maupun secara hukum. Dimana dalam undang-undang Bitcoin
cash tidak bisa dianggap sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan
sebagai uang tunai, uang digital juga tidak dapat dianggap sebagai uang
elektronik sebagaimana telah diperjelas dalam PBI Nomor 16/8/PBI1/2014
yang mewajibkan uang elektronik diberikan berdasarkan nilai uang tunai
yang disimpan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penjamin, nilai uang

tunai yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti pekerja



atau chip, digunakan sebagai metode angsuran kepada dealer yang bukan

pendukung uang elektronik, dan nilai uang tunai elektronik yang disimpan

oleh pemegang dan diawasi oleh pendukung dan bukan merupakan toko.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam hal ini hendaknya berusaha untuk tidak memanfaatkan
mata uang digital baik sebagai alat perdagangan maupun sebagai barang
serba guna yang sukar untuk diperjualbelikan seperti suatu barang,
mengingat untuk mengenal bentuk kriptografi uang digunakan sebagai alat
tukar. cara angsuran dan barang yang baru diperjualbelikan menyusahkan,
selain itu ada bahaya mendapatkan izin pidana. Penggunaan uang
kriptografi sebagai ware juga harus dijauhi dengan alasan belum adanya
pedoman dan pengakuan dari otoritas publik secara eksplisit untuk mata
uang digital cryptocurrency.

2. Dalam gejala sosial seperti pemanfaatan mata uang digital di bursa
elektronik, pedoman yang kuat diharapkan dapat meningkatkan sisi positif
dari uang kriptografi dan membatasi sisi negatif dari mata uang digital.
Khususnya keberadaan pihak luar, misalnya bank nasional dan lembaga
moneter otoritas lainnya yang dapat menyaring perkembangan bentuk
uang digital, memberikan pertanyaan tujuan bila diperlukan. Ini membuat
pendekatan lain untuk memerangi kesalahan yang dilakukan melalui
penyalahgunaan uang digital bentuk moneter virtual.cryptocurrency.

3. Dalam hal pengendalian dan pemanfaatan mata uang digital baik sebagai

cara untuk mencicil maupun sebagai barang yang menjanjikan saat ini,



otoritas publik untuk situasi ini harus segera membuat pedoman standar
agar tidak ada penutup spekulasi uang kriptografi oleh msyarakat

Indonesia.
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